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Perkawinan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang
menuju pembentukan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Y ang
Maha Esa yang dalam bahasa umum lazim dinamakan membentuk keluarga yang sakina, mawaddah dan
warahmah, penuh dengan kedamaian dan limpahan kasih sayang. Sejalan dengan Undang-Undang
Perkawinan, Hukum Islam pada asasnya menganut asas monogami. Namun Agama Islam tidak melarang
poligami dengan persyaratan khusus serta adanya pembatasan jumlah istri. Dalam praktek ternyata masih
terdapat pelanggaran atas pel aksanaan poligami.

Dalam penulisan ini, kasus yang akan dibahas adalah adanya gugatan pembatalan perkawinan dari seorang
istri pertama atas perkawinan kedua suaminya, namun gugatan baru diajukan ketika suami telah meninggal
dunia. Dalam penulisan ini permasalahan yang akan dibahas apakah pertimbangan hakim telah tepat dalam
memutuskan gugatan pembatalan perkawinan tersebut serta akibat hukum dari putusan tersebut.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan data
utama yang digunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa bahan hukum
primer, sekunder dan tersier.

Hasi| dari analisi adalah bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan kasus kurang tepat dan cermat karena
hanya melihat dari segi formil sgja dan tidak mempertimbangkan aspek-aspek lain terutama aspek materiil
dari perkawinan itu sendiri. Akibat hukum dari putusan tersebut adalah terhadap anak, harta benda selama
perkawinan dan pihak ketiga.

Saran dalam penulisan ini adalah bahwa dalam memutuskan perkara Majelis Hakim hendaknya mencari dan
menemukan hukum yang sensitif terhadap kebutuhan perlindungan hukum bagi perempuan dan anakanak,
khususnya dalam kaitannya dengan poligami yang dilakukan oleh suami.

<hr><i>Marriage referred to the Law No. 1 of 1974 regarding Marriage Law is amarriage that led to the
formation of afamily or household that is happy and eternal based on God that isin common language
commonly called afamily who sakinah, mawaddah and warahmah, full of peace and abundance of affection.
In line with the Marriage Law, Islamic Law in principle follows the principle of monogamy. But Islam does
not prohibit polygamy with special requirements as well as the restrictions on the number of wives. In
practice it turns out thereis still aviolation of the implementation of polygamy.

In this study, a case that will be discussed isthe marriage of alawsuit over the first wife of her husband's


https://lib.ui.ac.id/detail?id=20403780&lokasi=lokal

second marriage, but a new lawsuit filed when the husband had died. In this paper the issues to be discussed
whether the judge has the right considerations in deciding the lawsuit marriage and the legal consequences
of the decision.

The method used is a method of research literature normative juridical, with the main data used secondary
data obtained from the literature materials in the form of primary legal materials, secondary and tertiary.
The results of the analysisis that the judges in deciding cases less precise and careful because just ook at
the formal terms only and does not take into consideration other aspects, especially the material aspects of
the marriage itself. The legal consequences of the verdict are against the child, property during the marriage
and the third party.

The suggestionsin this paper is that the judge the judges should look for and find the law that is sensitive to
the needs of legal protection for women and children, particularly in relation to marriage by the
husband.</i>



